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'BPKP : Gubernur pun Harus Dikawal

- PONTIANAK - Badan
Pengawasan Keuagan dan
Pembangunan (BPKP) Ka-
limantan Barat melakukan
kunjungan ke Harian Pon-
tianak Post, di Gedung Gra-
ha Pena Pontianak, Selasa
(18/2). Kedatangan BPKP
Kalbar, dipimpin langsung

Dikdik Sadikin. Kedatangan

oleh ‘Direktur Pontianak

oleh Kepala Perwakilan,

mereka disambut langsung

Post, Salman Busrah.

Pertemuan yang ber-

langsung di meja bundar

ruang redaksi tersebut,

‘mendiskusikan sejumlah

hal berkaitan dengan peran

BPKP bagi pembangunan'

daerah, khususnya di Kal-
bar. Didik Sadikin menya-
takan, BPKP punya peran
dalam mengawal keuangan
dan pembangunan daerah
yang dilakukan oleh pe-

merintah, dari mulai per-
erncanaan, penganggaran,
pengelolaan hingga pada
pertanggungjawaban.
BPKPmenurutnya punya
peranyang berbeda dengan
Badan Pemeriksa Keuan-
gan (BPK), meski keduanya
saling terkait dalam men-
jaga anggaran negara. BPK
menurutnya merupakan
auditor eksternal, semen-
tara BPKP auditor internal.

~

“Ibaratnya BPKP itu dosen
pembimbing, dan BPK itu
dosen pengujinya,” jelas
Dikdik.

Namun begitu, sinergi
antara BPK dan BPKP men-
jadi penting, karena temuan
BPK harus dapat ditindak-

- lanjuti dan tidak berulang

pada tahun berikutnya.
Pihaknya menjalankan
fungsi pengawasan, teru-
tama dalam hal efektivitas

. anggaran. Upaya yang di-

lakukan, kata dia, akan lebih
ditekankan melalui upaya
preventif. “Kami utamakan
upaya preventif. Jangan
sampai ada semacam pen-
indakan,” kata dia.

~ Lebih jauh dia menjelas-

kan, BPKP punya peran
dalam pelaksanaan audit,
reviu, evaluasi, peman-
tauan,-dan kegiatan pen-
gawasan lainnya terhadap
perencanaan, pelaksanaan
dan pertanggungjawaban
akuntabilitas penerimaan
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dan pengeluaran keuangan
negara serta pembangunan
nasional.

BPKP juga memiliki per-
an pengawasan terhadap .

perencanaan dan pelaksa-
naan program yang dapat
menghambat kelancaran
pembangunan, audit atas

penyesuaian harga, audit

klaim, audit investigatif ter-
hadap kasus-kasus peny-
impangan yang berindikasi
merugikan keuangan neg-
ara, audit penghitungan

kerugian keuangan negara,
pemberian keterangan ahli,

' dan upaya pencegahan ko-

rupsi.
Dalam diskusi tersebut

Dikdik juga mengomentari .

kepemimpinan Gubernur
Kalbar, Sitarmidji dalam
membangun provinsi ini.
Menurutnya, Sutarmidji
punya Kebijakan pembangu-
nanyang out of the box, yang
tidak hanyapunya keunggu-
lan, tetapi juga memiliki po-
tensi terjadinya kekeliruan
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dalam menjalankankan ke-
bijakan. Karena itu, potensi
kekeliruan tersebut harus
diantisipasi dengan penga-
wasan yang ketat.

“Beliau ini (gubernur,
red) juga harus dikawal.

Karenakadang mereka yang

out of the box itu melanggar
aturan berlaku yang dirasa
membelenggu- Jangan sam-
pai nanti.ada proses yang
menyalahi aturan. Karena
itulah kami menjaga hal itu,”
jelas dia. (sti) -
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